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ABSTRACT 

The digital transformation of the land administration sector through the 

implementation of electronic land certificates represents a key government 

initiative to improve the efficiency, security, and transparency of land services. 

However, the success of this policy is highly contingent upon the level of public 

understanding among service users. This study aims to examine the degree of 

public understanding in Jayapura City regarding the implementation of 

electronic land certificates and to identify the factors that influence such 

understanding.  

This study employs a descriptive method with a qualitative approach. 

Data were collected through semi-structured interviews, observation, and 

documentation. Research informants comprised residents of Jayapura City who 

had already received electronic land certificates, as well as officers of the 

Jayapura City Land Office. Data analysis was conducted in three stages: data 

reduction, data display, and conclusion drawing. The level of public 

understanding was analyzed using Bloom's comprehension theory, which 

encompasses three primary indicators: translation, interpretation, and 

extrapolation.  

The findings reveal that the level of public understanding in Jayapura City 

regarding the implementation of electronic land certificates remains low and 

unevenly distributed. With respect to the translation indicator, a portion of the 

community has demonstrated the ability to distinguish between analog and 

electronic certificates. However, with regard to the interpretation and 

extrapolation indicators, the majority of respondents have yet to develop a 

thorough understanding of the functions, benefits, usage procedures, and 

security mechanisms of electronic land certificates. This low level of 

comprehension is attributable to several interrelated factors, including 

educational attainment, occupational background, limited digital literacy, and 

the suboptimal dissemination of information by relevant authorities.  

Keywords:Public Understanding, Electronic Land Certificate, Land 

Administration Digitalization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam perkembangan teknologi digital yang pesat, Indonesia juga 

menghadapi tantangan untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai 

sektor, termasuk dalam administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan yang 

semula berbasis manual kini mulai beralih ke sistem elektronik. Salah satu 

langkah penting dalam transformasi ini adalah penerapan sertipikat elektronik, 

yang diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah, meningkatkan 

transparansi, serta mengurangi potensi kesalahan atau penipuan yang sering 

terjadi dalam sistem pendaftaran tanah berbasis kertas. 

Pada penerapan sertipikat tanah elektronik ini diatur dalam Peraturan 

Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan ATR/BPN Nomor 

3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk menggantikan sistem sertipikat tanah fisik 

dengan dokumen elektronik yang lebih aman, efisien, dan mudah diakses oleh 

masyarakat (Alimuddin, 2021). Peraturan tersebut juga menetapkan prosedur 

dan syarat-syarat terkait pendaftaran serta pengelolaan sertipikat elektronik 

yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah. Selain itu, sistem ini memfasilitasi 

kemudahan dalam proses verifikasi kepemilikan tanah yang dapat dilakukan 

secara digital, mengurangi potensi pemalsuan dokumen. Dalam penerapannya, 

Kementrian ATR/BPN bekerjasama dengan pihak terkait untuk memastikan 

integritas data dan perlindungan hak atas tanah. Dengan adanya peraturan ini, 

diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan 

pertanahan di Indonesia. 

Untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, sertipikat elektronik 

membawa berbagai keuntungan yang signifikan bagi sistem administrasi 

pertanahan di Indonesia. Salah satu keuntungan utama dari sertipikat elektronik 

adalah kemampuan untuk mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan 

dokumen akibat bencana alam atau kelalaian. Hal ini tentu saja memberikan 

keuntungan besar dalam hal kemudahan berbisnis dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan 
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indeks kemudahan berbisnis atau Easa of Doing Business di Indonesia (Nafisah 

dkk., 2021). 

Namun, meskipun penerapan sertipikat elektronik memberikan berbagai 

keuntungan, proses implementasinya dihadapkan pada sejumlah tantangan yang 

signifikan. Tantangan pertama adalah infrastruktur teknologi yang belum 

merata diseluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah, terutama di daerah 

terpencil seperti di Indonesia bagian timur, sebagian besar masih mengalami 

kesulitan dalam mengakses teknologi yang diperlukan untuk mendukung 

penerapan sertipikat elektronik. Keterbatasan akes internet dan perangkat 

digital menjadi hambatan utama yang harus diatasi agar transformasi digital ini 

dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Tamba dkk., 2025). Selain itu, 

rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan besar 

dalam penerapan sertipikat tanah elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

besar dalam meningkatkan literasi digital dikalangan masyarakat dan juga para 

petugas yang terlibat dalam administrasi pertanahan agar proses ini dapat 

berjalan dengan efektif (Muzaqi & Widyatama, 2025). Tantangan lain yang tak 

kalah penting adalah terkait dengan masalah keamanan dan privasi data. 

Pengelolaan data pertanahan yang semakin terintegrasi secara elektronik 

membuka potensi ancaman terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan 

informasi. Keamanan sistem dan perlindungan data pribadi menjadi aspek yang 

sangat penting agar sertipikat tanah elektronik dapat memberikan kepastian 

hukum yang kuat dan mengurangi potensi tindak pidana seperti penipuan atau 

pemalsuan dokumen tanah (Adinegoro, 2023). 

Berdasarkan data tahun 2025, implementasi sertipikat elektronik di 

Jayapura masih berada pada tahap transisi. Sebagian besar masyarakat masih 

menggunakan sertipikat tanah dalam format analog, sedangkan jumlah 

sertipikat yang telah dialihkan ke bentuk elektronik masih relatif sedikit 

dibandingkan dengan keseluruhan sertipikat yang telah terdaftar. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi digital di bidang administrasi 

pertanahan masih terus berlangsung dan memerlukan waktu agar dapat 

diterapkan secara menyeluruh. Perbedaan jumlah antara sertipikat analog dan 
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sertipikat elektronik ini juga mengindikasikan bahwa pemahaman serta 

kesiapan masyarakat terhadap kebijakan sertipikat elektronik masih perlu 

ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Kondisi 

tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji bagaimana 

pemahaman masyarakat terhadap perubahan alih media sertipikat, khususnya 

pada masyarakat di Kota Jayapura. 

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Sertipikat Tanah Analog dan Elektronik 

Kecamatan Sudah Elektronik (BTEL) Masih Analog (STEL) 

Jayapura Utara 300 559 

Jayapura Selatan  200 733 

Abepura 800 1.192 

Heram 300 547 

Muara Tami 7.000 10.233 

Jumlah 8.600 13.264 

Sumber: Kantor Pertanahan 2025 

Dari beberapa uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengulas lebih 

lanjut terkait bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik 

dengan judul Pemahaman Masyarakat Kota Jayapura Terhadap 

Perubahan Alih Media Sertipikat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah 

yang diangkat berfokus pada peran sertipikat elektronik dalam melindungi dan 

mengamankan data pribadi pemilik tanah, serta tantangan yang dihadapi dalam 

penerapannya.  

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sertipikat 

elektronik sebagai pengganti sertipikat analog? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam beralih dari sertipikat 

analog ke sertipikat digital? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan 

sertipikat tanah elektronik sebagai pengganti sertipikat analog. 

b. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses 

peralihan dari sertipikat tanah analog ke sertipikat elektronik. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria dan administrasi 

pertanahan, khususnya dalam memahami dinamika perubahan 

penggunaan sertipikat tanah dari format analog ke digital di Kota 

Jayapura. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam 

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman, 

hambatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertipikat 

elektronik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya 

kajian tentang perlindungan data pribadi dan keamanan informasi 

dalam konteks digitalisasi layanan publik, sehingga dapat menjadi 

dasar bagi penelitian lanjutan di bidang hukum dan kebijakan publik. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) serta pemerintah daerah Kota Jayapura dalam 

meningkatkan efektivitas sosialisasi dan penerapan sertipikat tanah 

digital. Temuan penelitian dapat digunakan untuk merumuskan 

strategi peningkatan literasi digital, memperbaiki sistem keamanan 

data, serta mengatasi kendala teknis dan sosial dalam proses peralihan 

dari sertipikat analog ke digital. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat 

membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap 

sertipikat digital, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam 

mendukung modernisasi administrasi pertanahan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat pemahaman masyarakat Kota Jayapura terhadap sertipikat 

elektronik masih tergolong rendah hingga sedang. Sebagian besar 

masyarakat telah mengetahui keberadaan sertipikat elektronik dan 

memahami manfaatnya dari sisi kemudahan pelayanan. Namun, 

pemahaman mengenai tujuan yang lebih substantif, seperti penguatan 

kepastian hukum hak atas tanah, integrasi data pertanahan, dan sistem 

keamanan data elektronik masih terbatas. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tidak hanya 

dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh akses informasi, 

pengalaman menggunakan layanan pertanahan digital, dan inisiatif individu 

dalam mencari informasi. 

2. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses peralihan sertipikat analog 

ke sertipikat elektronik meliputi keterbatasan literasi digital, akses internet 

yang belum merata, kekhawatiran terhadap keamanan dan kerahasiaan data, 

keraguan terhadap kekuatan hukum sertipikat elektronik, serta sosialisasi 

yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut 

menyebabkan masih adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan 

sertipikat elektronik dengan tingkat kesiapan masyarakat dalam menerima 

dan memanfaatkannya. 
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B. Saran 

1. Bagi Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Jayapura 

 Perlu meningkatkan sosialisasi sertipikat elektronik secara lebih intensif 

dan merata kepada masyarakat, tidak hanya melalui media digital, tetapi 

juga melalui pendekatan langsung seperti penyuluhan, edukasi lapangan, 

dan pendampingan masyarakat. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota 

Jayapura perlu menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan yang 

mudah diakses oleh masyarakat untuk membantu memahami manfaat, 

keamanan data, kekuatan hukum, serta prosedur penggunaan sertipikat 

elektronik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan 

masyarakat terhadap transformasi digital di bidang pertanahan. 

2. Penelitian lanjutan 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai 

efektivitas implementasi sertipikat elektronik di berbagai daerah lain, 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas terkait kesiapan 

masyarakat dalam menghadapi digitalisasi pertanahan.  
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